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Abstract

This article explores organizational communication strategies within village governance aimed at enhancing
community participation in local development. The study focuses on how village governments establish
multidirectional communication interactions to strengthen citizen engagement in the planning and
implementation of development programs. Conducted in Kataloka Village, Maluku, this research adopts a
qualitative approach, utilizing in-depth interviews, participatory observation, and document analysis. The
findings reveal that the success of community participation is closely linked to the effectiveness of
organizational communication employed by the village government, particularly in managing the flow of
information through vertical (top-down), horizontal (peer-to-peer), and diagonal (cross-structural)
communication. Key challenges identified include limited two-way communication channels and low levels of
digital literacy among residents. However, efforts to intensify face-to-face dialogue and actively involve
citizens in community forums have proven effective in increasing engagement. The novelty of this study lies in
its emphasis on the integration of vertical, horizontal, and diagonal communication flows as a strategic
mechanism to reinforce participatory democracy at the local level. This article recommends strengthening the
communication capacity of village governments and developing inclusive communication channels as a
contribution to the advancement of social sciences, particularly in the fields of organizational communication
and rural governance.

Keywords: Organizational Communication, Village Governance, Community Participation, Multidirectional
Communication, Rural Development
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PENDAHULUAN

Pembangunan desa tidak hanya soal infrastruktur fisik atau program sosial semata,
melainkan juga berkaitan erat dengan bagaimana komunikasi dibangun antara pemerintah
desa dan masyarakatnya (Firmanto et al., 2023; Lobelo, 2020). Di banyak wilayah, partisipasi
masyarakat dalam pembangunan desa masih kerap bersifat seremonial—hadir dalam
musyawarah tanpa terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan. Fakta di lapangan
menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi sering kali berakar pada kegagalan komunikasi
yang terbuka, dua arah, dan berkelanjutan antara pemangku kepentingan desa dan warga
(Hu & Ngai, 2021; Mahaarcha & Sirisunhirun, 2023). Di Desa Kataloka, Maluku, misalnya,
masih ditemukan sejumlah hambatan dalam menyampaikan informasi pembangunan secara
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merata ke seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang tinggal di dusun-dusun
terpencil (Far, 2022; Kaliky et al., 2020; Rusli et al., 2023). Hal ini menjadi krusial, mengingat
tata kelola pembangunan desa yang partisipatif telah menjadi mandat penting dalam
kebijakan otonomi desa yang diatur dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014.

Dalam studi komunikasi organisasi, berbagai pendekatan telah diajukan untuk
menjelaskan dinamika penyampaian informasi dan pengambilan keputusan dalam organisasi
publik, termasuk di tingkat desa. Hu & Ngai (2021) dan Wang & Liu (2022) menekankan bahwa
komunikasi yang efektif merupakan pondasi utama bagi keberhasilan sebuah organisasi,
terutama dalam konteks perubahan dan pembangunan. Sementara itu, Bessette (2021) dan
Zheng et al. (2023) menggarisbawahi pentingnya pola komunikasi vertikal, horizontal, dan
diagonal sebagai jalur komunikasi organisasi yang strategis untuk memastikan informasi tidak
terjebak dalam hirarki struktural semata.

Penelitian tentang komunikasi dalam tata kelola desa juga telah dilakukan dalam
berbagai konteks. Misalnya, studi oleh Hatipoglu et al. (2022), Kandpal & Saizen, (2022), dan
Nielsen et al. (2022) menunjukkan bahwa komunikasi yang dibangun oleh kepala desa secara
langsung dengan warga dapat meningkatkan kepercayaan dan keterlibatan mereka dalam
kegiatan pembangunan. Sedangkan Akmul (2023) dan Yulida et al. (2020) menyoroti
pentingnya forum musyawarah desa sebagai medium komunikasi horizontal yang
memungkinkan masyarakat saling bertukar gagasan. Dalam konteks digital, penelitian oleh
Hidayat et al. (2023) dan Lahoti et al. (2023) mengungkapkan bahwa penggunaan media sosial
oleh pemerintah desa mampu memperluas akses informasi, meski masih menghadapi
tantangan literasi digital dan infrastruktur jaringan.

Lebih lanjut, Brauchler, (2019), Murphree & Breznitz (2020), dan Priyadharma &
Priyadharma (2021) mengamati bahwa komunikasi organisasi di tingkat desa sering kali
belum memiliki struktur yang jelas, menyebabkan penyampaian aspirasi warga menjadi
terhambat. Hal ini juga diperkuat oleh studi Kurniawati et al. (2022) dan W. Wang & Gong
(2022), yang menemukan bahwa komunikasi diagonal, meskipun jarang diterapkan, memiliki
potensi besar dalam menjembatani informasi antar kelompok masyarakat dan aparatur desa.
Penelitian-penelitian lain memperlihatkan variasi bentuk dan efektivitas komunikasi
organisasi desa, tergantung pada budaya lokal, karakteristik pemimpin, dan struktur sosial
masyarakat (Kusuma et al., 2019; Rusli et al., 2023; Shidiq & Herawan, 2022; Yudarwati &
Gregory, 2022; Yusuf et al., 2019).

Meski kajian tentang komunikasi dalam pemerintahan desa telah dilakukan, sebagian
besar penelitian masih menekankan pada efektivitas komunikasi satu arah atau terbatas pada
aspek komunikasi formal. Minimnya perhatian pada integrasi arah komunikasi vertikal,
horizontal, dan diagonal secara simultan dalam konteks pemerintahan desa menunjukkan
adanya ruang kosong dalam literatur. Apalagi, dalam konteks desa-desa kepulauan seperti
Kataloka di Maluku, karakter geografis dan kultural menambah kompleksitas komunikasi yang
tidak cukup hanya direspons dengan pendekatan komunikasi standar. Dalam konteks inilah,
penting untuk memeriksa lebih dalam bagaimana Pemerintah Desa Kataloka membangun
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interaksi komunikasi organisasi secara multiarah sebagai strategi untuk memperkuat
partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Pendekatan ini tidak hanya melihat komunikasi
sebagai aliran pesan, tetapi juga sebagai relasi sosial yang terbentuk melalui dialog yang
setara dan keterbukaan informasi lintas struktur. Dengan menelusuri praktik komunikasi
organisasi yang mencakup komunikasi vertikal, horizontal, dan diagonal secara terpadu,
kajian ini menawarkan sudut pandang baru dalam membaca dinamika partisipasi
pembangunan desa.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi organisasi yang
diterapkan oleh Pemerintah Desa Kataloka dalam mendorong partisipasi masyarakat secara
aktif dalam proses pembangunan desa. Penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi
hambatan-hambatan yang dihadapi serta merumuskan model komunikasi multiarah yang
adaptif terhadap konteks sosial dan geografis desa. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya
berkontribusi pada pengembangan ilmu sosial dan humaniora, khususnya dalam bidang
komunikasi organisasi dan tata kelola lokal, tetapi juga memberikan dasar konseptual dan
praktis bagi peningkatan kualitas demokrasi partisipatoris di tingkat desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk
memahami secara mendalam praktik komunikasi organisasi yang dilakukan oleh Pemerintah
Desa Kataloka dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Pendekatan
kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dinamika komunikasi
dalam konteks sosial yang kompleks, termasuk relasi kekuasaan, budaya lokal, serta
pengalaman dan makna yang dimiliki oleh para aktor terlibat (Ahmed, 2024; Levitt et al.,
2021). Komunikasi organisasi dalam konteks desa tidak dapat dipahami hanya dari data
kuantitatif atau angka partisipasi formal, tetapi harus ditelusuri melalui narasi, interaksi
sosial, dan praktik sehari-hari yang bersifat kontekstual.

Pemilihan Desa Kataloka sebagai lokasi penelitian bukan tanpa alasan. Desa ini
terletak di wilayah kepulauan Maluku, dengan karakteristik geografis yang menantang,
tersebar dalam beberapa dusun kecil, dan memiliki latar sosial yang majemuk. Kondisi ini
menciptakan tantangan tersendiri dalam praktik komunikasi dan penyebaran informasi.
Kataloka juga merupakan desa yang tengah aktif mengembangkan berbagai program
pembangunan berbasis partisipasi masyarakat, sehingga menjadi lokasi yang tepat untuk
menggali dinamika komunikasi organisasi dalam tata kelola desa. Dalam konteks desa
kepulauan, keberhasilan komunikasi bukan hanya soal teknologi atau infrastruktur, tetapi
juga soal strategi sosial dan budaya yang digunakan untuk menjangkau warga yang tersebar
dan beragam.

Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposif, yaitu berdasarkan pertimbangan
siapa saja yang memiliki peran, pengalaman, dan pengetahuan yang relevan terhadap topik
penelitian. Sebanyak 12 orang informan utama dilibatkan, yang berasal dari berbagai latar
belakang sosial dan posisi dalam struktur kehidupan desa. Mereka terdiri dari Kepala Desa
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dan Sekretaris Desa yang memberikan wawasan strategis mengenai arah kebijakan dan pola
komunikasi organisasi desa. Selain itu, tiga perangkat desa lainnya—termasuk kepala dusun
dan staf pengelola informasi—diikutsertakan untuk memahami praktik operasional
komunikasi di tingkat pelaksanaan.

Tokoh masyarakat dan tokoh adat, yang berjumlah tiga orang, turut dilibatkan sebagai
figur penting dalam jembatan sosial antara pemerintah desa dan warga, terutama dalam
konteks nilai-nilai dan budaya lokal. Untuk menangkap suara dari kelompok yang kerap
berada di pinggiran proses pengambilan keputusan, dua perwakilan dari kelompok
perempuan dan pemuda juga diwawancarai. Terakhir, dua warga desa biasa dipilih sebagai
representasi penerima utama pesan komunikasi sekaligus partisipan dalam kegiatan
pembangunan desa.

Pemilihan komposisi informan ini dirancang untuk mencerminkan keragaman
perspektif dari berbagai posisi sosial dalam ekosistem komunikasi desa. Dengan demikian,
penelitian ini tidak hanya menggambarkan bagaimana komunikasi dibentuk dan dijalankan
secara institusional, tetapi juga bagaimana ia dirasakan dan dijalani oleh mereka yang sering
kali suaranya kurang terdengar.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama: wawancara mendalam,
observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-
terstruktur, memberikan keseimbangan antara fokus tematik dan fleksibilitas eksplorasi,
sehingga memungkinkan peneliti untuk menangkap pengalaman subjektif serta praktik nyata
yang tidak selalu terdokumentasi secara formal (Miles & Huberman, 2020). Selama dua
minggu tinggal di desa, peneliti juga melakukan observasi partisipatif dengan mengikuti
berbagai kegiatan warga, seperti musyawarah dusun, kerja bakti, dan pertemuan informal.
Kehadiran langsung dalam aktivitas-aktivitas ini menjadi kunci untuk memahami komunikasi
yang berlangsung secara alami dalam kehidupan sehari-hari, khususnya yang tidak tercermin
dalam forum resmi. Studi dokumentasi turut melengkapi dua metode sebelumnya, dengan
menelaah beragam dokumen seperti notulen rapat, papan informasi desa, grup media sosial
resmi, hingga dokumen perencanaan pembangunan. Dari sini, diperoleh gambaran yang lebih
utuh tentang bagaimana komunikasi formal dirancang dan dijaga dalam kerangka
kelembagaan.

Untuk memastikan validitas dan kredibilitas temuan, penelitian ini menggunakan
triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan
informasi dari berbagai kategori informan, baik dari pihak pemerintah desa, tokoh
masyarakat, maupun warga biasa. Hal ini memungkinkan peneliti untuk melihat konsistensi
atau ketidaksesuaian narasi di antara aktor-aktor yang berbeda. Sementara itu, triangulasi
metode dilakukan dengan mencocokkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen yang
dianalisis untuk memastikan bahwa temuan yang muncul bukan hasil persepsi tunggal,
melainkan merupakan bagian dari kenyataan sosial yang dapat diverifikasi melalui
pendekatan berbeda (Patton, 2015).
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Komunikasi Organisasi sebagai Fondasi Tata Kelola Partisipatif di Desa

Bagi Pemerintah Desa Kataloka, komunikasi bukan sekadar kegiatan penyampaian
informasi administratif, tetapi telah menjadi bagian dari strategi utama dalam menjalankan
roda pemerintahan yang bersandar pada prinsip-prinsip partisipatif. Dalam konteks ini,
komunikasi dipahami sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat yang
memungkinkan lahirnya rasa memiliki, keterlibatan aktif, dan kepercayaan vyang
berkelanjutan.

Dalam salah satu wawancara, Kepala Desa Kataloka, sebut saja Bapak A, menjelaskan
bahwa keterbukaan informasi menjadi prioritas utama sejak awal ia menjabat. la menegaskan
bahwa “tidak mungkin warga mau terlibat kalau mereka tidak tahu apa-apa. Kita harus bicara
terus terang dan dengar suara mereka juga.” Pernyataan ini menunjukkan kesadaran akan
pentingnya komunikasi dua arah sebagai dasar bagi tumbuhnya partisipasi warga dalam
perencanaan dan pelaksanaan program desa.

Lebih jauh, dari wawancara dengan Sekretaris Desa, Ibu M, diketahui bahwa strategi
komunikasi yang diterapkan tidak hanya bersifat formal, seperti musyawarah desa atau papan
pengumuman, tetapi juga dilakukan secara informal, seperti obrolan di rumah warga atau
pertemuan di acara keagamaan dan adat. la menyebut bahwa, “kadang lebih efektif bicara di
beranda rumah sambil minum teh, daripada di ruang rapat.” Pernyataan ini memperlihatkan
betapa relasi personal dan pendekatan kultural menjadi bagian dari taktik komunikasi yang
dijalankan pemerintah desa untuk menjangkau warganya.

Hasil observasi lapangan selama dua minggu memperkuat data ini. Peneliti mencatat
bahwa suasana interaksi antara aparat desa dan warga berlangsung cukup cair, terutama
dalam konteks kegiatan kolektif seperti kerja bakti atau pengajian rutin. Dalam kegiatan
tersebut, terlihat bagaimana perangkat desa tidak mengambil posisi eksklusif atau superior,
tetapi justru menyatu dengan warga dalam percakapan ringan yang sering kali berisi
penyampaian informasi pembangunan secara informal. Komunikasi yang demikian
menunjukkan adanya proses dialogis yang sejajar antara pemegang otoritas dan masyarakat
desa, di mana informasi tidak hanya disampaikan dari atas ke bawah, tetapi juga
dipertukarkan melalui kedekatan emosional dan sosial.

Konsep ini sejalan dengan gagasan komunikasi partisipatoris yang dikembangkan oleh
Butler et al. (2022), di mana komunikasi tidak lagi dipandang sebagai proses satu arah yang
menempatkan penerima informasi dalam posisi pasif. Sebaliknya, komunikasi merupakan
proses dialogical, tempat di mana semua pihak berperan sebagai pembicara dan pendengar.
Dalam kerangka ini, peran pemerintah desa tidak cukup hanya sebagai penyampai kebijakan,
tetapi sebagai fasilitator dialog yang membuka ruang bagi masyarakat untuk berbagi gagasan,
keluhan, dan harapan (Akapip & Kissya, 2023; Djakiman & Kotarumalos, 2023; Hatala &
Latuconsina, 2023).

Melalui pendekatan ini, komunikasi menjadi medium pembentukan legitimasi sosial.
Pemerintah desa tidak hanya dinilai dari keputusannya, tetapi dari kemampuannya
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membangun kedekatan dan saluran informasi yang adil. Legitimasi politik lokal tidak semata
muncul dari struktur formal, tetapi dari proses komunikasi yang menciptakan rasa dihargai
dan didengar di tengah warga. Dalam kata lain, komunikasi di desa Kataloka berperan sebagai
mekanisme sosial yang membentuk otoritas yang diterima secara kultural, bukan dipaksakan
secara struktural.

Hal ini memperlihatkan bahwa komunikasi bukan hanya instrumen teknis dalam
birokrasi pemerintahan, melainkan juga sebuah proses sosial yang memungkinkan
terbentuknya keterikatan emosional antara negara dan warga. Ketika warga merasa
dilibatkan, bahkan sejak dalam proses pengambilan keputusan, maka keterlibatan mereka
dalam program-program pembangunan menjadi lebih tinggi dan sukarela. Dengan demikian,
komunikasi yang dikelola secara terbuka, dialogis, dan berbasis relasi sosial menjadi fondasi
krusial bagi tumbuhnya tata kelola desa yang partisipatif dan berkelanjutan.

Praktik Komunikasi Vertikal: Menjembatani Visi Pemerintah dan Aspirasi Warga

Komunikasi vertikal dalam struktur organisasi desa memainkan peran vital dalam
membangun pemahaman bersama antara pemerintah desa dan masyarakat. Di Desa
Kataloka, praktik ini terejawantah dalam berbagai bentuk komunikasi top-down, seperti
musyawarah desa, penyampaian informasi melalui kepala dusun, serta penyebaran surat
edaran kepada RT/RW dan kelompok masyarakat. Saluran komunikasi ini dirancang sebagai
jembatan utama untuk mengarahkan dan menyampaikan visi pembangunan desa, termasuk
kebijakan prioritas dan program tahunan yang dirancang oleh pemerintah desa.

Kepala Dusun 2, yang dalam tulisan ini disebut sebagai Bapak F, mengungkapkan
bahwa “musyawarah itu bukan hanya tempat bicara, tapi tempat menyampaikan apa yang
mau kita lakukan supaya warga tahu dan bisa ikut.” Penekanan ini memperlihatkan bahwa
musyawarah tidak semata menjadi prosedur administratif, melainkan strategi komunikasi
langsung yang diharapkan mampu menginternalisasi agenda pemerintah ke dalam ruang pikir
masyarakat.

Hasil observasi menunjukkan bahwa dalam setiap musyawarah dusun, kepala dusun
dan perangkat desa secara aktif menyampaikan program kerja dengan gaya bahasa yang
disederhanakan dan disesuaikan dengan konteks sosial-budaya warga. Informasi mengenai
pembangunan fisik seperti rabat jalan atau drainase, serta program sosial seperti bantuan
untuk nelayan, selalu diawali dengan penjelasan mengapa program tersebut penting, lalu
dilanjutkan dengan ajakan partisipasi. Penyampaian dilakukan secara terbuka di balai dusun
atau bahkan di rumah tokoh masyarakat jika forum bersifat lebih kecil dan informal.

Namun demikian, komunikasi vertikal dari bawah ke atas (bottom-up) masih
menghadapi sejumlah hambatan yang bersifat struktural dan kultural. Warga, terutama
perempuan dan kelompok muda, sering kali merasa sungkan untuk menyampaikan pendapat
secara langsung dalam forum musyawarah. Dalam wawancara dengan seorang ibu rumah
tangga yang aktif di kelompok arisan, lbu T, ia mengungkapkan bahwa, “kalau ada rapat,
kadang saya hanya dengar saja. Takut salah omong, apalagi kalau sudah ada bapak-bapak
yang bicara duluan.” Ketakutan akan ‘salah bicara’ ini menandakan adanya relasi kuasa
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simbolik yang membatasi komunikasi dari masyarakat ke pemerintah.

Keterbatasan media komunikasi juga menjadi faktor yang menghambat jalur bottom-
up. Desa Kataloka belum memiliki sistem pengaduan digital atau kotak saran yang aktif,
sehingga aspirasi warga hanya bisa disampaikan melalui tokoh masyarakat atau secara
langsung dalam forum terbuka, yang seringkali tidak ideal bagi semua kalangan. Dalam
wawancara dengan seorang pemuda karang taruna, Saudara Y, ia menyampaikan bahwa
“tidak semua orang mau angkat tangan bicara. Kadang kami sampaikan lewat Pak RT, tapi
tidak tahu apakah sampai ke kepala desa atau tidak.” Hal ini menandakan adanya
ketidakterjaminan dalam transmisi informasi dari warga ke pengambil kebijakan.

Situasi ini dapat dianalisis melalui lensa teori komunikasi vertikal dalam organisasi
publik yang dikembangkan oleh Afionis et al. (2020). Menurut (Afionis et al., 2020),
komunikasi vertikal yang efektif dalam organisasi publik seharusnya tidak bersifat searah atau
hanya menekankan kontrol dari atas ke bawah, tetapi harus bersifat akomodatif, yakni
membuka ruang bagi umpan balik dan respons yang aktif dari tingkat bawah. Komunikasi yang
hanya berjalan satu arah menciptakan jarak, dan pada akhirnya menurunkan kepercayaan
publik terhadap organisasi, dalam hal ini pemerintah desa. Oleh karena itu, menciptakan
komunikasi vertikal yang bersifat dua arah (two-way vertical communication) adalah
kebutuhan mendesak dalam konteks tata kelola partisipatif di desa (Anas et al., 2023; Ibrahim
et al., 2023; Kaliky et al., 2020).

Dalam praktiknya, upaya untuk menciptakan komunikasi dua arah mulai muncul, salah
satunya melalui pertemuan informal yang lebih bersifat kultural, seperti diskusi spontan usai
salat berjamaah atau dalam kegiatan adat desa. Kepala Desa dan beberapa perangkat rutin
hadir dalam kegiatan tersebut, yang kemudian menjadi ruang sosial alternatif bagi warga
untuk menyampaikan keluhan atau ide secara lebih santai dan personal. Observasi
menunjukkan bahwa warga lebih aktif berbicara dalam forum-forum seperti ini, yang tidak
terlalu formal dan memiliki nuansa keakraban.

Dari keseluruhan praktik yang diamati, dapat dikatakan bahwa komunikasi vertikal di
Desa Kataloka belum sepenuhnya ideal, namun telah menunjukkan arah menuju
keterbukaan. Musyawarah masih menjadi ruang utama komunikasi top-down, sementara
komunikasi bottom-up perlu diperkuat dengan menciptakan media yang lebih aman, nyaman,
dan inklusif. Perubahan paradigma dari sekadar penyampaian informasi menjadi praktik
dialog yang saling mendengarkan menjadi kunci untuk menjembatani visi pemerintah dan
aspirasi warga.

Komunikasi Horizontal: Kolaborasi antar Perangkat dan Solidaritas Sosial

Komunikasi horizontal dalam tata kelola desa bukan hanya berkutat pada mekanisme
formal antarunit atau perangkat birokrasi, melainkan juga berlangsung secara cair dalam
bentuk relasi keseharian. Di Desa Kataloka, praktik komunikasi horizontal terbentuk dari
kebiasaan kolektif yang menekankan nilai kekeluargaan, gotong royong, dan kedekatan
emosional antaranggota komunitas. Antara perangkat desa dan antara warga, komunikasi
berlangsung dalam suasana informal namun produktif, membentuk simpul-simpul informasi
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yang tangguh dan dinamis.

Koordinasi antarperangkat desa, misalnya, tidak melulu dilakukan melalui forum resmi
atau surat-menyurat. Sering kali, komunikasi terjadi di sela-sela kegiatan sosial atau saat
mereka bertemu di warung kopi, rumah ibadah, maupun saat berkebun bersama. Seorang
staf desa, Saudara M, menyampaikan bahwa “kami lebih sering bicara soal urusan desa itu
waktu nongkrong sore di pos ronda. Tidak perlu tunggu rapat, yang penting semua sepakat
dan langsung jalan.” Ungkapan ini mencerminkan fleksibilitas struktur komunikasi yang
dibangun atas dasar kepercayaan dan kedekatan personal.

Pengamatan di lapangan menguatkan pernyataan tersebut. Dalam beberapa kegiatan
kerja bakti yang dilakukan warga dusun untuk membersihkan saluran air dan memperbaiki
jalan setapak, terlihat bahwa instruksi atau koordinasi tidak memerlukan dokumen resmi atau
perintah struktural. Kepala dusun hanya perlu menginformasikan rencana kegiatan melalui
grup WhatsApp RT, dan dalam hitungan jam, informasi tersebut telah menyebar secara
merata. Grup-grup ini menjadi kanal komunikasi horizontal yang efisien, karena mampu
mengakselerasi pertukaran informasi di antara warga yang sudah terbiasa berinteraksi secara
intens.

Lebih jauh, solidaritas sosial juga menjadi tulang punggung komunikasi horizontal.
Warga saling mengingatkan satu sama lain tentang jadwal kegiatan desa, seperti posyandu,
rapat dusun, atau pertemuan kelompok tani. Salah satu tokoh perempuan, Ibu S,
menyebutkan bahwa “kadang yang lebih cepat kasih tahu itu bukan perangkat, tapi ibu-ibu
tetangga. Kalau dengar ada acara desa, langsung kasih tahu yang lain.” Fenomena ini
menunjukkan bahwa jaringan sosial informal dapat berfungsi sebagai penyebar informasi
yang bahkan lebih efektif daripada saluran formal.

Secara konseptual, praktik ini dapat dianalisis melalui lensa organizational
sensemaking sebagaimana dikembangkan oleh Priskila et al. (2021). Dalam perspektif ini,
organisasi—termasuk pemerintahan desa—tidak hanya dipahami sebagai struktur birokratik,
melainkan sebagai ruang sosial tempat para aktornya secara aktif membentuk makna
bersama atas realitas yang mereka hadapi. Sensemaking terjadi dalam proses interaksi sehari-
hari, di mana perangkat desa dan warga saling menginterpretasikan masalah, merumuskan
strategi, dan mengkoordinasikan tindakan tanpa harus selalu mengandalkan instrumen
formal (Batubara et al., 2020; Lambiombir et al., 2022).

Interaksi informal ini bukan berarti tanpa struktur, melainkan mencerminkan struktur
sosial yang hidup dalam bentuk praktik kolaboratif yang adaptif. Dalam konteks Kataloka,
perangkat desa memahami bahwa untuk memastikan partisipasi warga dan keberlanjutan
program pembangunan, mereka harus menyesuaikan gaya komunikasi dengan kebiasaan
warga. Hal ini terlihat dalam pendekatan “jemput bola” yang dilakukan oleh beberapa kepala
dusun, yakni secara langsung mendatangi rumah warga untuk menyampaikan undangan
rapat atau menjelaskan program bantuan. Strategi ini dianggap lebih efektif ketimbang hanya
mengandalkan papan informasi atau pengumuman lisan di masjid. Kekuatan komunikasi
horizontal di desa ini terletak pada kemampuannya membangun shared understanding yang
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berbasis pada hubungan sosial, bukan semata-mata struktur administratif. Ini adalah bentuk
komunikasi yang bersifat organik—terkoneksi oleh keakraban dan tanggung jawab kolektif
terhadap kehidupan desa. Dalam konteks ini, perangkat desa bukan hanya bertindak sebagai
pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai penggerak komunitas yang menjembatani kebijakan
dengan budaya lokal warga.

Komunikasi Diagonal: Ruang Transversal antara Pemerintah dan Komunitas

Di luar arus komunikasi formal yang bersifat vertikal dan horizontal, kehidupan sosial
di Desa Kataloka menunjukkan adanya bentuk komunikasi lain yang tidak kalah penting:
komunikasi diagonal. Komunikasi ini melintasi batas-batas struktural dan sosial, menciptakan
ruang pertemuan antara aktor-aktor yang berasal dari lapisan dan peran sosial yang berbeda.
Komunikasi diagonal tidak terikat oleh hierarki organisasi atau hubungan formal, melainkan
hadir dalam wujud keterlibatan aktif tokoh masyarakat, komunitas kreatif, dan kelompok-
kelompok warga dalam menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pengambil keputusan
desa.

Salah satu bentuk komunikasi diagonal tampak ketika tokoh adat di desa, yang secara
struktural tidak memiliki posisi dalam pemerintahan desa formal, menyampaikan keluhan
masyarakat terkait ketidakmerataan bantuan sosial. Dalam wawancara, salah satu tokoh
adat, Bapak T, menyampaikan bahwa ia “lebih sering datang langsung ke rumah kepala desa
untuk menyampaikan keluhan warga, karena warga segan bicara langsung.” Kepala desa,
menurutnya, menghormati posisi tokoh adat dan biasanya akan menindaklanjuti hal-hal yang
disampaikan secara informal tersebut. Ini menunjukkan bahwa jalur komunikasi tidak hanya
bersandar pada prosedur birokratis, tetapi juga pada jaringan sosial yang berlapis dan penuh
makna kultural.

Observasi lapangan juga memperlihatkan bagaimana kelompok pemuda memainkan
peran penting dalam menjembatani isu-isu lokal, terutama yang berkaitan dengan lingkungan
dan akses informasi. Dalam salah satu kegiatan bersih pantai yang diinisiasi oleh kelompok
pemuda “La Nusa,” mereka mengundang pemerintah desa untuk hadir dan berdialog
langsung dengan warga tentang pengelolaan sampah. Kegiatan ini menjadi ruang komunikasi
diagonal yang mempertemukan warga muda, tokoh masyarakat, dan pemerintah dalam
suasana yang lebih setara dan dialogis. Inisiatif semacam ini memperlihatkan bahwa
komunikasi tidak harus mengikuti jalur formal, tetapi dapat diciptakan melalui momentum-
momentum sosial yang bersifat kreatif dan partisipatoris.

Komunikasi diagonal di Kataloka menjadi vital karena ia membuka celah-celah baru
dalam interaksi sosial-politik desa. Komunikasi ini bersifat transversal, menghubungkan
pihak-pihak yang biasanya tidak memiliki jalur interaksi langsung, serta memungkinkan
pertukaran informasi dan gagasan yang tidak dibatasi oleh aturan struktural atau posisi formal
dalam organisasi desa. Dalam konteks ini, teori komunikasi transversal sebagaimana
dirumuskan oleh Komorowski & Stanny (2020) memberikan kerangka yang relevan. Menurut
mereka, komunikasi transversal muncul ketika ruang publik lokal diisi oleh aktor-aktor yang
bekerja melintasi batas institusional, dan berkontribusi terhadap penguatan jejaring
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pengaruh, kolaborasi lintas sektor, dan praktik demokrasi yang lebih hidup.

Komunikasi diagonal di desa juga memperlihatkan bahwa kekuasaan tidak hanya
beredar di antara elite formal, tetapi juga terbentuk dan dinegosiasikan dalam proses sosial
yang lebih cair. Ketika ibu-ibu dari kelompok pengajian menyampaikan langsung kebutuhan
mereka untuk fasilitas posyandu kepada istri kepala desa dalam sebuah pertemuan
keagamaan, mereka sedang mempraktikkan komunikasi diagonal. Tidak ada prosedur resmi,
tidak ada undangan tertulis, tetapi hasilnya konkret: keesokan harinya, staf desa mengunjungi
lokasi posyandu dan mulai mengatur kebutuhan dasar yang dibutuhkan.

Praktik-praktik ini menegaskan bahwa komunikasi dalam tata kelola desa tidak selalu
bergerak secara linier. Sebaliknya, ia sering kali menyilang, berkelok, dan bertransformasi
mengikuti relasi sosial yang telah terbangun di antara warga dan pemimpin lokal. Dalam
komunikasi diagonal, inovasi sosial menemukan tempatnya—baik dalam bentuk strategi
penyampaian aspirasi maupun dalam penciptaan ruang-ruang baru bagi partisipasi warga.
Komunikasi diagonal dapat dipahami sebagai instrumen penting dalam memperkuat jalinan
sosial dan politik yang menyokong tata kelola desa yang partisipatif. la bukan sekadar jalur
alternatif, tetapi justru menjadi jembatan penting yang menjangkau titik-titik yang tidak
terhubung dalam struktur komunikasi formal. Kataloka menunjukkan bahwa ketika
pemerintah desa membuka diri terhadap praktik-praktik transversal semacam ini, maka
partisipasi tidak lagi menjadi slogan, tetapi menjadi kenyataan yang hidup dalam praktik
sehari-hari masyarakat.

Tantangan Komunikasi: Literasi Digital, Ketimpangan Akses, dan Budaya Tutur

Di balik upaya membangun komunikasi organisasi yang efektif dalam tata kelola desa,
terdapat sejumlah tantangan mendasar yang tak bisa diabaikan. Penelitian di Desa Kataloka
mengungkap bahwa kendala komunikasi tidak semata terletak pada persoalan teknis
penyampaian informasi, tetapi lebih dalam lagi menyangkut struktur sosial, budaya, dan
kondisi infrastruktur yang melingkupi kehidupan warga sehari-hari. Tiga tantangan utama
yang mengemuka dalam studi ini adalah rendahnya literasi digital, ketimpangan akses
informasi terutama di dusun-dusun terpencil, dan budaya tutur yang sangat menghargai
hierarki sosial.

Rendahnya literasi digital menjadi hambatan yang cukup signifikan, terutama di
kalangan warga usia lanjut dan perempuan. Beberapa warga yang diwawancarai mengaku
kesulitan menggunakan perangkat digital seperti ponsel pintar atau aplikasi perpesanan.
Seorang informan perempuan berinisial I.S., yang juga merupakan kader posyandu,
menyampaikan bahwa “kalau ada pengumuman lewat grup WhatsApp RT, banyak ibu-ibu
yang tidak tahu karena mereka tidak punya HP atau tidak paham cara pakainya.” Kondisi ini
diperparah oleh jaringan internet yang tidak stabil, terutama di wilayah dusun yang lebih
terpencil. Dalam observasi lapangan, terlihat bahwa hanya beberapa titik di desa yang
memiliki sinyal memadai, sementara sebagian besar warga masih mengandalkan informasi
dari pengumuman langsung atau dari mulut ke mulut.
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Ketimpangan akses informasi juga tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga
dengan posisi geografis dan relasi sosial antarwarga. Dusun yang letaknya lebih jauh dari
pusat desa sering kali terlambat menerima informasi atau bahkan sama sekali tidak
mendapatkan kabar. Kepala dusun berinisial H.N. mengakui bahwa “kalau tidak datang
langsung atau lewat kepala RT, informasi kadang tidak sampai. Apalagi kalau hanya lewat
surat, bisa lama baru dibaca.” Dalam banyak kasus, pemerintah desa mencoba mengatasi hal
ini dengan menugaskan kader atau relawan untuk menyebarkan informasi dari rumah ke
rumah, namun cara ini jelas memerlukan waktu dan tenaga yang tidak sedikit.

Tantangan berikutnya yang tidak kalah penting adalah budaya tutur yang kental dalam
kehidupan masyarakat Kataloka. Masyarakat setempat sangat menghargai hierarki sosial,
sehingga warga cenderung segan untuk menyampaikan kritik atau masukan secara langsung
kepada pemerintah desa. Dalam wawancara, beberapa warga mengaku lebih nyaman
menyampaikan uneg-uneg mereka melalui perantara, seperti tokoh adat, tokoh agama, atau
keluarga yang memiliki kedekatan dengan perangkat desa. Hal ini menyebabkan aliran
komunikasi dari bawah ke atas (bottom-up) menjadi terbatas, meskipun forum-forum
musyawarah desa sebenarnya telah tersedia.

Kondisi ini sejalan dengan analisis komunikasi budaya yang menyatakan bahwa
komunikasi dalam masyarakat tradisional sering kali mengikuti pola simbolik dan relasional
(Angula et al., 2021; Ferrari et al., 2022). Dalam budaya tutur, komunikasi bukan hanya soal
isi pesan, tetapi juga tentang bagaimana, kapan, dan kepada siapa pesan itu disampaikan.
Struktur komunikasi yang sangat menghormati tatanan sosial menjadikan kritik atau usulan
harus dibungkus dalam bentuk yang halus dan sopan, atau disampaikan lewat saluran-saluran
tidak langsung.

Pemerintah Desa Kataloka menyadari tantangan ini dan mulai mengembangkan
strategi adaptif. Salah satunya adalah pendekatan personal melalui kunjungan rumah oleh
kepala dusun atau perangkat desa kepada warga yang dianggap kurang aktif mengikuti forum-
forum desa. Strategi ini tidak hanya memperkuat komunikasi dua arah, tetapi juga
memperlihatkan kepedulian sosial yang mampu membangun kepercayaan warga. Selain itu,
media komunikasi sederhana seperti pengeras suara di masjid, pengumuman keliling
menggunakan sepeda motor, atau informasi lisan lewat pertemuan keagamaan juga tetap
dipertahankan karena dinilai paling efektif menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Dalam perspektif teori komunikasi pembangunan berbasis komunitas, pendekatan
seperti ini merupakan bentuk adaptasi penting terhadap realitas lokal (Marsanty & Fitriati,
2023). Hasan et al. (2021)menekankan pentingnya komunikasi yang berbasis pada kebiasaan
sosial dan kultural masyarakat, bukan memaksakan teknologi atau metode yang tidak sesuai
dengan kondisi sosiologis setempat. Di sinilah letak relevansi pendekatan yang digunakan
oleh pemerintah desa: tidak hanya menyediakan kanal komunikasi, tetapi juga memahami
lanskap sosial dan budaya yang memengaruhi bagaimana informasi bergerak dan diterima.

56


https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/populis/index

Populis: Jurnal llmu Sosial dan limu Volume 19 No. 1 | November 2024
Politik https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/populis/index

P-ISSN: 1907-9893 | E-ISSN: 3090-7047

Integrasi Arah Komunikasi sebagai Strategi Penguatan Partisipasi

Upaya membangun komunikasi organisasi yang efektif di Desa Kataloka tidak dapat
hanya bertumpu pada satu arah komunikasi semata. Komunikasi vertikal dari pemerintah
desa ke warga, komunikasi horizontal antarperangkat dan antarwarga, serta komunikasi
diagonal yang menjembatani aktor-aktor lintas struktur sosial dan komunitas, terbukti saling
melengkapi dalam menciptakan ekosistem komunikasi yang partisipatif. Hasil penelitian
memperlihatkan bahwa integrasi dari ketiga arah komunikasi ini menjadi kunci keberhasilan
dalam mendorong keterlibatan warga dalam proses perencanaan hingga pengawasan
pembangunan desa.

Pemerintah Desa Kataloka tampaknya memiliki kesadaran organisasional yang kuat
terhadap pentingnya menjaga keseimbangan antarjalur komunikasi. Kepala desa, dalam salah
satu wawancara, mengungkapkan bahwa “tidak bisa hanya kita yang bicara, warga juga harus
punya ruang untuk menyampaikan, dan antarperangkat juga jangan jalan sendiri-sendiri.”
Kutipan ini memperlihatkan adanya pemahaman bahwa tata kelola yang partisipatif hanya
mungkin terwujud jika komunikasi dilakukan secara dialogis dan terbuka pada semua lini.
Dalam observasi forum musyawarah tahunan desa, terlihat bahwa kepala desa selalu
memberi ruang khusus kepada tokoh perempuan, pemuda, dan tokoh adat untuk
menyampaikan pandangan mereka. Ini adalah bentuk nyata dari komunikasi diagonal yang
difasilitasi dengan kesadaran organisasi yang inklusif.

Di sisi lain, komunikasi horizontal tampak semakin hidup dengan pemanfaatan grup
WhatsApp perangkat desa dan RT yang aktif digunakan untuk berkoordinasi cepat mengenai
kegiatan warga, pembangunan fisik, atau informasi darurat. Perangkat desa juga sering
melakukan diskusi informal selepas kegiatan kerja bakti atau saat istirahat di balai desa.
Menurut salah satu informan berinisial M.A., seorang sekretaris desa, “kadang kita lebih
paham situasi lapangan bukan dari rapat, tapi dari obrolan santai di teras kantor.” Interaksi
semacam ini, meski informal, menciptakan ruang sensemaking yaitu proses bersama untuk
memahami dinamika desa secara kolektif (Santie et al., 2023).

Integrasi ini makin kuat dengan adanya kanal komunikasi vertikal yang tetap dijaga—
seperti pengumuman resmi, surat edaran, dan pelaporan berkala dari dusun ke desa. Namun,
kanal ini tidak dibiarkan menjadi satu-satunya jalur informasi. Warga juga difasilitasi untuk
menyampaikan masukan secara langsung, baik melalui musyawarah dusun, kotak aspirasi,
maupun pendekatan personal oleh perangkat desa. Seorang tokoh pemuda, S.R., menyatakan
bahwa “dulu banyak anak muda malas datang rapat, tapi sekarang kami diajak dari awal
perencanaan, bukan cuma disuruh hadir waktu kerja bakti.” Ini menunjukkan adanya
perubahan pola komunikasi yang lebih menyilang dan terbuka.

Secara keseluruhan, praktik komunikasi di Desa Kataloka dapat dianalisis melalui
pendekatan multi-directional communication governance, yang memandang bahwa
komunikasi yang efektif dalam pemerintahan lokal tidak hanya soal efisiensi teknis, tetapi juga
membangun relasi sosial dan memahami konteks budaya (Rahmani et al., 2023). Pendekatan
ini menekankan perlunya kombinasi antara struktur komunikasi yang jelas (formal), relasi
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yang terbuka (informal), dan sensitivitas terhadap norma-norma lokal agar komunikasi bisa
benar-benar inklusif. Dengan integrasi arah komunikasi yang sinergis ini, partisipasi warga
terlihat mengalami peningkatan nyata. Dalam dua tahun terakhir, partisipasi warga dalam
forum perencanaan desa meningkat, tidak hanya dalam jumlah kehadiran tetapi juga dalam
kualitas aspirasi yang disampaikan. Warga mulai merasa bahwa suara mereka berpengaruh
dan dihargai, sementara pemerintah desa memperoleh legitimasi sosial yang lebih kuat untuk
menjalankan program-program pembangunan.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan partisipasi
masyarakat dalam pembangunan desa sangat ditentukan oleh sejauh mana komunikasi
organisasi dijalankan secara multidimensi dan adaptif oleh pemerintah desa. Dalam konteks
Desa Kataloka, integrasi komunikasi vertikal, horizontal, dan diagonal tidak hanya
menciptakan aliran informasi yang lebih terbuka, tetapi juga memperkuat relasi sosial dan
rasa kepemilikan warga terhadap proses pembangunan. Komunikasi vertikal yang
sebelumnya bersifat instruksional telah mengalami pergeseran menjadi lebih dialogis,
komunikasi horizontal antar perangkat desa memperkuat koordinasi internal, sementara
komunikasi diagonal memungkinkan keterlibatan kelompok rentan dalam ruang partisipatif
yang lebih setara. Meskipun masih terdapat kendala seperti literasi digital yang rendah dan
kuatnya budaya hierarkis, strategi komunikasi berbasis kedekatan sosial dan penggunaan
media sederhana terbukti efektif dalam menjangkau dan melibatkan warga. Dengan
demikian, penelitian ini menjawab tujuan dengan menegaskan bahwa komunikasi organisasi
bukan sekadar soal teknis penyampaian pesan, tetapi merupakan fondasi kultural dan
struktural bagi terbentuknya tata kelola desa yang demokratis dan partisipatif. Kebaruan dari
kajian ini terletak pada pemetaan simultan ketiga arah komunikasi organisasi sebagai
pendekatan strategis dalam memperkuat demokrasi lokal, serta kontribusinya dalam
memperkaya studi komunikasi organisasi dan pemerintahan desa berbasis partisipasi.

PERNYATAAN ETIKA PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip etika yang berlaku, termasuk
pemberian persetujuan yang diinformasikan (informed consent), perlindungan terhadap
kerahasiaan informan, serta penghormatan terhadap nilai-nilai budaya lokal. Perhatian
khusus diberikan kepada partisipan dari kelompok rentan guna memastikan keselamatan,
kenyamanan, dan hak partisipasi yang setara. Penelitian ini tidak menerima pendanaan
eksternal, dan penulis menyatakan tidak memiliki konflik kepentingan. Seluruh data dan
informasi yang disajikan diperoleh melalui metode penelitian yang sah dan telah diverifikasi
untuk memastikan akurasi dan keandalannya. Penggunaan kecerdasan buatan (Al) dibatasi
hanya pada bantuan teknis penulisan dan penyuntingan bahasa, tanpa memengaruhi
substansi ilmiah dari karya ini. Kami menyampaikan terima kasih kepada para informan atas
wawasan berharga yang diberikan, serta kepada para penelaah anonim atas masukan

58


https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/populis/index

Populis: Jurnal llmu Sosial dan limu Volume 19 No. 1 | November 2024
Politik https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/populis/index

P-ISSN: 1907-9893 | E-ISSN: 3090-7047

konstruktif terhadap versi awal naskah ini. Penulis bertanggung jawab penuh atas isi dan
kesimpulan artikel ini.
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